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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Keefektifan Komite Sekolah 
a. Pengertian Efektivitas Komite Sekolah 
Keefektifan berasal dari kata efektif. Menurut Poerwadarminta dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 311) mengatakan bahwa efektif adalah ada 
efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya); manjur; murajab; mempan. 
Sedangkan dalam kamus Oxford, Thompson dan Marinet (2008: 147) menyatakan 
bahwa efektif adalah producing the result that is wanted or intended: the most 
effective method. Sehingga keefektifan berarti mempunyai kesesuaian antara hasil 
dengan harapan. Seperti pada suatu organisasi yang mampu mencapai visi 
organisasinya dengan usaha yang dilakukan. Keefektifan ini menunjukkan 
perbandingan tingkat keberhasilan dengan sesuatu yang telah direncanakan 
memberikan penilaian tentang suatu keefektifan. 
Organisasi adalah sistem yang di dalamnya terdapat orang-orang yang saling 
bekerjasama dan di dalamnya juga terdapat struktur organisasi, tugas-tugas yang 
harus dilakukan, aturan-aturan dan tata tertib yang berlaku, dan lain sebagainya. 
Sehingga, keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana 
sebuah organisasi mewujudkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan dan tujuan-
tujuan yang akan dicapai (Akdon, 2006: 70). 
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Menurut Akdon (2006: 70-72) terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan 
untuk mengukur keefektifan organisasi, yaitu: 
1) Pendekatan efektivitas kontingensi yang meliputi: pendekatan tujuan, 
pendekatan berbasis sumber, dan pendekatan proses internal 
2) Pendekatan efektivitas yang seimbang yang meliputi: pendekatan 
pemangku kepentingan dan pendekatan nilai-nilai bersaing 
Mulyasa (2011: 127) mengataka bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri 
yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, 
pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Badan ini menjadi 
suatu solusi bagi rendahanya mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia yang 
terjadi karena kurangnya peran serta masyarakat, terutama orangtua siswa di 
dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas di sekolah. 
Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai 
hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintahan lainnya (Pantjiastuti, 
2008: 80). Kemandirian komite sekolah tidak berarti berjalan sendiri dan berbeda 
arah dengan sekolah. Kemandirian komite sekolah mengharuskan organisasi ini 
berjalan bersama-sama dengan pihak sekolah dalam mencapai mutu pendidikan 
dengan konsep manajemen berbasis sekolah. School boards should consider 
increasing the level of organizational supports provided for teachers (Shewchuk, 
2014: 23). Kerja sama ini tentu saja juga melibatkan keaktifan orang tua dalam 
membantu pihak sekolah mencapai mutu pendidikan melalui data kebutuhan dan 
peningkatan prestasi belajar siswa. Data help teachers, parents, and students 
identify what students have accomplished and how they can improve 
(National Board Association, 2011: 1). Data tentang siswa dapat membantu guru, 
orangtua, dan siswa, hal ini untuk mengidentifikasi apa yang telah dicapai siswa 
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dan bagaimana meningkatkannya. Local school boards have a long tradition and 
continue to make important decisions that shape the future of schools (Jacobsen 
dan Linkow, 2014: 15). Komite sekolah dalam hal ini memiliki program yang 
penting untuk membantu masa depan sekolah. Program tersebut memberikan data 
prestasi siswa pada guru.  
Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non pilotis dan non profit, 
dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders 
pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang 
bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan 
(Fattah, 2013: 149-150). Komite sekolah berasal dari berbagai unsur dalam 
lingkaran masyarakat sekolah yang mana bertanggung jawab dan berkontribusi 
dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah tersebut. 
Hal ini sesuai dengan Kompri (2014: 360) yang mengatakan bahwa: 
Komite sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi yang merangkul 
dan mewadahi serta berusaha menyatukan visi dan misi komponen-
komponen pendidikan yang terdapat dalam masyarakat untuk meningkatkan 
mutu pendidikan yang terdapat dalam masyarakat untuk meningkatkan mutu 
pendidikan pada satuan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat 
tersebut khususnya dan juga merupakan pemandirian satuan lembaga 
pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan mereka masing-masing 
khususnya masalah pembiayaan pendidikan, tanpa harus ketergantungan 
pada pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui APBN-
nya dan pemerintah daerah melalui APBD-nya yang tidak akan pernah 
mencukupi kebutuhan-kebutuhan pada satuan lembaga pendidikan dalam 
upaya menjadi suatu lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas, 
dengan adanya komite sekolah diharapkan suatu lembaga atau satuan 
pendidikan tersebut dapat mandiri dan bermutu pada akhirnya. Dari komite 
sekolah inilah juga akan dihasilkan beberapa data yang menunjukkan 
pencapaian kualitas siswa dan informasi yang menunjukkan kebutuhan 
siswa dalam menunjang proses pembelajaran. Data ini akan menghasilkan 
informasi yang real dan benar.  
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Aggregate data inform school leaders and the public about school and district 
performance (National Board Association, 2011: 1). Data yang benar dapat 
menginformasikan kepada kepala sekolah, masyarakat sekitar sekolah, dan 
pemerintah daerah. 
 Selain itu, dibentuknya komite sekolah dapat mempermudah sekolah 
dalam menjalankan program-program. Hal ini karena komite sekolah dapat 
membantu dan bekerja sama dengan sekolah dalam mencapai visi dan misi 
lembaga tersebut. Keberadaan komite sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor 
pendorong terbentuknya komite sekolah yang efektif (Mulyasa, 2011: 127). 
Efektivitas komite sekolah dapat terjadi apabila organisasi tersebut mampu 
berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program di 
sekolah tersebut. Tentu saja dalam ini pihak sekolah dan komite sekolah terlebih 
dahulu memiliki beberapa informasi pendukung dalam mengetahui kebutuhan dan 
peluang siswa dalam mencapai kualitas pendidikan. 
Individual student data is vital information for teachers, parents and students to 
help them plan and target instruction more effectively (National Board 
Association, 2011: 1). Informasi data siswa penting bagi guru, orangtua, dan 
siswa, ini untuk membantu mereka merencanakan instruksi target data yang lebih 
efektif. 
Efektivitas dan keaktifan komite sekolah tergantung pada insan-insan yang 
bekerjasama dalam komite sekolah tersebut, ringkasnya bahwa komite sekolah 
harus memberdayakan dirinya terlebih dahulu sebelum memberdayakan 
sekolahnya (Kompri, 2014: 363). Namun, perlu diingat bahwa meskipun komite 
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sekolah harus memberdayakan dirinya sendiri sebelum sekolah, komite sekolah 
juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga informasi siswa dan sekolah, 
sehingga data tersebut tidak tersebar luas dan diakses tanpa sepengatahuan pihak 
sekolah. School boards need to make sure this data is available in usable formats; 
at the same time, they need to guarantee that access is restricted to those who 
need it and student privacy is protected (National Board Association, 2011: 1). 
Komite sekolah harus memastikan data ini tersedia dalam format yang dapat 
digunakan, pada saat yang sama mereka menjamin bahwa akses dibatasi bagi 
mereka yang membutuhkannya dan privasi siswa dilindungi. 
Mudah atau sulitnya dan cepat atau lambatnya kemajuan organisasi sekolah 
ditentukan oleh sumber daya yang terlibat di dalam komite sekolah. Anggota 
komite sekolah yang sungguh-sungguh mempunyai tujuan untuk meningkatkan 
mutu sekolah dapat dengan mudah bekerja sama dengan pihak sekolah 
membentuk komite sekolah yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
A district leadership council is charged with supporting the continued growth of 
the learning centers and securing financing for them through community 
partnerships (The Center for Comperhensive School Reform and Improvement, 
2006: 1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung 
program-program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu 
pertumbuhan belajar siswa yang menghasilkan peningkatan prestasi. Untuk 
memperlancar program ini diperlukan biaya dan pengelolaan biaya ini 
dipercayakan kepada komite sekolah, namun tentu dibawah pengawasan 
pemerintah daerah. 
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An important issue with significant financial ramifications for school business 
officials is the point which their boards must begin paying for private placements 
based on orders from hearing officers or courts (Osborne & Russo, 2009: 1). 
Masalah penting dengan konsekuensi keuangan yang signifikan bagi urusan 
pejabat sekolah adalah poin komite mereka harus mulai membayar untuk 
penempatan swasta berdasarkan perintah dari petugas pendengar atau pengadilan. 
School boards play a crucial role in creating the vision, establishing the 
framework, and providing the resources for developing a student-centered 
environment that addresses the academic, social, and emotional needs of all 
students (Casel, 2014: 12). Komite sekolah mendukung penuh peningkatan 
prestasi akademik siswa, ini dapat dilakukan dengan membangun atmosfer 
semangat belajar siswa. Salah satu pemegang kunci ini adalah guru, sehingga 
perlu perencanaannya perlu didiskusikan lebih lanjut dengan para guru. School 
board members must be knowledgeable about the needs of their students, 
teachers, and other school staff as well as the community resources available to 
address the needs for the teaching and learning environment (Casel, 2014: 12). 
Anggota komite sekolah harus memiliki pengetahuan tentang kebutuhan siswa, 
guru, dan staf sekolah lainnya serta sumber daya masyarakat yang tersedia untuk 
mengatasi kebutuhan lingkungan belajar mengajar. 
b. Peran dan Fungsi Komite Sekolah 
Menurut Pantjiastuti (2008: 81) mengatakan bahwa komite sekolah mengemban 
empat peran sebagai berikut, (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) 
pengawas, dan (4) mediator. Peran komite sekolah terkait dengan pemberi 
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pertimbangan, yaitu komite sekolah turut serta memberikan masukan dan 
rekomendasi tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, fasilitas 
untuk pelaksanaan pendidikan, kebijakan pendidikan, program pendidikan, dan 
lainnya terkait dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. It respects a 
community’s ability to determine the level and type of education programs 
delivered locally (Henley & Young, 2008: 33). Menghormati kemampuan 
masyarakat untuk menentukan tingkat dan jenis program pendidikan secara lokal. 
Peran komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pendukung yang mana dalam hal 
ini komite sekolah yang terdiri dari orang tua dan masyarakat mendukung dengan 
cara membantu dalam bentu finansial atau sumbangan, membantu dalam bentuk 
sumbangan pemikiran dan tenaga dalam pelaksanaan pendidikan. Kontrol dari 
komite sekolah di sekolah berkaitan dengan transparansi penyelenggaraan 
pendidikan, seperti transparansi penggunaan aliran dana di sekolah. Komite 
sekolah juga mengontrol akuntabilitas keluaran mutu pendidikansesuai dengan 
strandar yang telah ditetapkan. Peran komite sekolah yang terakhir adalah sebagai 
mediator antara pihak pemerintah dengan masyarakat sekolah. Untuk kepentingan 
tersebut, komite sekolah berfungsi sebagai berikut: 
a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di sekolah. 
b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia 
usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan 
penyelenggaraan pendidikan yang bemutu. 
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh mayarakat 
d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepala sekolah 
meengenai: kebijaakan dan program pendidikan; Rencana Anggaran 
Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBM); kriteria kinerja sekolah; 
kriteria tenaga kependidikan; kriteria fasilitas peendidikan; dan hal-hal 
lain yang terkait dengan pendidikan 
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e. Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 
pendidikan 
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah 
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2011: 
128-129). 
 
Two of the Key Areas of Board Performance assess the school board’s 
interaction with the public, specifically in creating awareness and 
connecting with the community to build the public will toward improved 
student achievement. In addition to the board’s effectiveness in increasing 
public awareness and will to improve, another one scrutinizes board 
member commitment to improved student achievement 
(Plough, 2014: 44). Dua kinerja utama komite adalah interaksi komite sekolah 
dengan masyarakat, khususnya dalam menciptakan kesadaran dan 
menghubungkan dengan masyarakat untuk membangun kehendak publik terhadap 
prestasi siswa. Selain itu mendalami komitmen anggota komite sekolah untuk 
peningkatan prestasi siswa. 
Orangtua yang dimaksud di dalam fungsi komite sekolah adalah bapak dan ibu 
dari para peserta didik di sekolah. Beberapa orangtua siswa dipilih untuk menjadi 
anggota komite sekolah. Hal ini agar orangtua mempunyai peran dan tanggung 
jawab terhadap kualitas dan hasil dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 
Sering terjadi kasus-kasus yang melibatkan kenakalan peserta didik, seperti kasus 
tawuran, kekerasan fisik, kekerasan seksual, narkoba, dan lain-lain. Permasalahan 
ini dapat menjadi lempar kesalahan antara orangtua dengan pihak sekolah. Oleh 
sebab itu, keanggotaan orangtua dalam komite sekolah dapat menjauhkan 
permasalahan tersebut, sehingga partisipasi semua pihak menumbuhkan rasa 
tanggung jawab terhadap produk pendidikan yang dihasilkan. 
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School boards must be committed to providing a safe and caring environment which 
is conducive to learning and the development of positive interpersonal interactions 
among students, staff, parents, and the community (Shewchuk, 2016: 33). Komite 
sekolah harus berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman dan peduli 
yang kondusif untuk belajar dan pengembangan interaksi interpersonal yang 
positif antara siswa, staf, orang tua, dan masyarakat. 
Pantjiastuti (2008: 70) mengatakan bahwa peningkatan peran serta orangtua dan 
masyarakat ini menjadi penting, dengan dua alasan sebagai berikut: 
Pertama, peran orangtua dan masyarakat yang selama ini telah diberikan 
kepada sekolah swasta, ternyata telah berhasil mendongkrak mutu 
pendidikan sekolah swasta. Kedua, pelibatan peran serta orangtua dan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efektif 
dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 
Keberhasilan peran orangtua dan masyarakat dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di lembaga pendidikan swasta terkadang lebih bermutu dibanding 
dengan sekolah-sekolah negeri. Ini tampak pada sekolah-sekolah swasta, seperti 
AL-Azhar atau pelita harapan, dan lainnya. Hal ini karena orangtua siswa 
umumnya berasal dari golongan menengah ke atas yang berpendidikan tinggi dan 
mempunyai cukup waktu dalam berpartisipasi menjalankan perannya sebagai 
anggota komite sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara 
orangtua, masyarakat, dan sekolah. Suryosubroto (1998: 71) mengatakan bahwa 
tujuan kerjasama sekolah dengan masyarakat dan orangtua murid adalah untuk 
membantu dan mengisi kegiatan anak di sekolah, yang hanya berkisar tujuh jam 
sementara sisa waktunya dihabiskan di rumah dan di masyarakat, memberikan 
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sumbangan keuangan dan barang, dan mencegah perbuatan dan tingkah laku yang 
kurang baik. 
Komite sekolah terkadang terkesan sebagai pengikut saja dengan apa yang 
diprogramkan oleh kepala sekolah. Mereka tidak mempunyai kreatifitas 
sumbangan ide bagi perbaikan kualitas pendidikan. Namun ada juga komite 
sekolah yang berlebihan dalam menjalankan perannya sebagai badan pengawas, 
sehingga mengganggu kinerja kepala sekolah. Dari masalah itu, komite sekolah 
seharusnya dapat menjadi wahana pemersatu antara keluarga, sekolah, dan 
masyarakat (Pantjiastuti, 2008: 85). 
The school board president with a high level of leadership selfefficacy can be a 
defining factor in a school district's success (Tuyle, 2015: 56). Ketua komite 
sekolah dengan tingkat kemandirian kepemimpinan yang tinggi dapat menjadi 
faktor penentu dalam keberhasilan sekolah. 
Suryosubroto (1998: 76) mengemukakan bahwa beberapa hal yang perlu 
diperhatikan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap suatu program adalah 
partisipasi dalam proses perencanaan atau pembuatan keputusan, pelaksanaan 
program, pemanfaatan hasil, dan pengevaluasian program. Partisipasi masyarakat 
secara umum di dalam pendidikan mencakup keempat hal tersebut, sedangkan 
dalam partisipasi masyarakat secara khusus, yaitu seperti pada masyarakat yang 
ikut serta dalam pelaksanaan program muatan lokal. Pada hal ini masyarakat lebih 
mengerti tantang pengembangan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas potensi 
daerah tersebut.Masyarakat di sini adalah orangtua murid dan tokoh masyarakat. 
Menurut Jumrowi & Subandiyah (1982: 2) dalam Suryosubroto (1998: 81) jika 
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dilihat dari tingkatannya, partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga 
macam yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam 
proses perencanaan dalam kaitannya dengan program lain, dan partisipasi dalam 
pelaksanaan suatu program. Sedangkan pendapat Shaefer (1992) seperti dikutip 
Sumarno dalam Suryosubroto (1998: 82) mengatakan bahwa peran atau 
partisipasi yang dilaksanakan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, 
yaitu: 
a. Sekedar memanfaatkan layanan 
b. Memberikan sumbangan 
c. Kehadiran dalam pertemuan 
d. Konsultasi permasalahan 
e. Keterlibatan dalam penyampaian layanan 
f. Keterlibatan dalam implementasi program 
g. Berperan dalam semua tahap pembuatan rencana 
Tingkatan partisipasi yang berbeda-beda ini dipengaruhi oleh banyak hal. 
Kesempatan, kemampuan, dan motivasi adalah beberapa penentu masyarakat 
dalam berpartisipasi. Partisipasi yang paling umum dilakukan oleh masyarakat 
adalah berkisar pada pemberian sumbangan dan kehadiran dalam rapat rutin. 
Dusseldorp, seperti dikutip Subandiyah (1989: 12) dalam Suryosubroto (1998: 83-
84), menyatakan bahwa kegiatan partisipasi masyarakat terdiri atas beberapa hal, 
yaitu: 
a. Mendatangi pertemuan 
b. Melibatkan diri dalam diskusi 
c. Melibatkan diri dan berpartisipasi dalam segala aspek organisasi, 
misalnya menyelenggarakan pertemuan kelompok, mempengaruhi 
orang luar untuk ikut dalam kegiatan kelompok, serta memimpin 
diskusi kelompok 
d. Membantu untuk memperoleh bantuan tenaga, modal, fasilitas, dan 
kemampuan mental 
e. Mengambil bagian dalam proses penentuan keputusan, dengan cara 
menyatakan pendapat atas berbagai masalah penting, misalnya tujuan 
pengalokasian sumber yang langka, kebijakan yang harus diikuti 
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pimpinan organisasi, pemilihan wakil kelompok, serta penilaian 
efektivitas, efisiensi, dan relevansi kegiatan 
f. Memanfaatkan hasil yang diraih, misalnya berperan dalam proyek 
irigasi atau berperan dalam pemanfaatan program ekonomi, yang 
merupakan hasil dari partisipasi suatu kegiatan koperasi 
Dari tingkatan dan kegiatan partisipasi ini sekolah mempunyai tugas penting, 
yaitu mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan sesuai 
dengan kondisi lingkungan.  
Boards are responsible for directing the division towards meeting 
overarching goals, monitoring and tracking activity within the system, 
hiring and supervising the Division’s Director of education, overseeing the 
allocation of divisional resources, developing a positive image in the 
community, and ensuring accountability (Muller, 2011: 224). 
Komite bertanggung jawab untuk mengarahkan anggota ke arah pencapaian 
tujuan menyeluruh, memantau dan melacak aktivitas dalam sistem, 
mempekerjakan dan mengawasi ketua komite sekolah, mengawasi alokasi sumber 
daya, mengembangkan citra positif di masyarakat, dan memastikan akuntabilitas. 
Mulyasa (2011: 141) mengatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat 
digunakan oleh kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk menggalang 
partisipasi masyarakat, yaitu: 
a. Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah 
yang bersifat sosial kemasyarakatan 
b. Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu 
mempengaruhi masyarakat pada umumnya 
c. Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan 
kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya 
d. Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan 
kondisi dan perkembangan masyarakat (Mulyasa, 2011: 141). 
Keterlibatan masyarakat di sekolah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dapat 
dilakukan dengan kegiatan seperti bakti sosial, peringatan hari besar keagamaan, 
dan lainnya yang disesuaikan dengan umumnya kemampuan finansial dan waktu 
masyarakat sekitar sekolah. Dalam mengidentifikasi tokoh masyarakat harus 
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berdasarkan pada kemampuannya dalam mempengaruhi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan atau program sekolah. Pelibatan tokoh masyarakat 
harus disesuaikan dengan minatnya, yaitu jika tokoh masyarakat itu berasal dari 
kalangan olahragawan, maka pelibatannya pun juga harus yang berkaitan dengan 
olahraga, seperti dalam program pembinaan olahraga di sekolah. Pemilihan waktu 
dalam pelibatan masyarakat dapat dilakukan seperti dengan cara pelibatan dokter 
dalam kegiatan imunisasi di sekolah. 
It can be extremely damaging to public confidence if the board or superintendent 
is perceived as personally benefiting from office, especially if the action involves 
a violation of law (Washington State School Directors’ Association, 2007: 8). 
Kepercayaan masyarakat yang dirusak komite sekolah tentu dapat menimbulkan 
konflik. Hal ini menjadi rumit jika komite sekolah tidak segera menyelesaikan 
permasalahan, apalagi menyangkut permasalahan trasparansi keuangan. 
Perhaps the most important element of a sufficient conflict of interest policy 
is the provision that establishes how the board will deal with employment 
contracts between the district and the spouse of a district officer, a board 
member or a financially dependent family member  
(Washington State School Directors’ Association, 2007: 8). 
Permasalahan komite sekolah dapat diselesaikan jika komite sekolah berpatokan 
pada layanan komite sekolah yang efektif. Berikut ini adalah beberapa layanan 
komite sekolah yang efektif (Washington State School Directors’ Association, 
2009: 20): 
1. Base your decisions on the available facts and your independent 
judgment 
2. Take no private action that will compromise the school district, the 
board or the administration, and avoid being placed in a position of 
conflict of interest 
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3. Support and protect the civil and human rights of all members of the 
school community 
4. Respect the confidentiality of information 
5. Keep an open mind so that you can accept and evaluate new concepts 
6. Listen objectively to constructive criticism 
7. Know the difference between personal influence and factual persuasion 
8. Maintain a sense of humor 
9. Learn and practice the art of compromise 
10. Don’t avoid confrontation merely toimprove your chances for re-
election 
11. Share the responsibility for all board decisions, regardless of how you 
voted 
12. Strive for teamwork 
Permasalah komite sekolah yang terjadi di beberapa daerah terjadi karena kurang 
mampunya komite sekolah menjaga kepercayaan masyarakat. Oknum komite 
sekolah terkadang mengambil keuntungan dari dana-dana yang ditarik dari wali 
murid. Oleh karena itu, komite sekolah harus memperbaiki kinerja dan hubungan 
dengan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara berpikir tebuka dengan 
masukan dan kritik wali murid, memperbaiki cara berkomunikasi, 
bertanggungjawab penuh dengan setiap tugas sehingga tercipta kondisi kerja sama 
yang kompak. 
c. Tujuan Komite Sekolah 
Pembentukan komite sekolah bertujuan agar masyarakat sekolah mempunyai 
peran dan bertanggung jawab dalam peningkatan mutu sekolah. Kelompok 
masyarakat tersebut disatukan dalam bentuk organisasi komite sekolah. Menurut 
Depdiknas dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 
dalam Kompri (2014: 364), tujuan dasar dibentuknya komite sekolah yang 
diharapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: (1) mewadahi dan 
menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan 
operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan 
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tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di 
satuan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel 
dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu 
di satuan pendidikan. 
A positive relationship could be sustained if an evaluation process was agreed 
upon from both the superintendent as well as the school board member 
(Hendricks, 2013: 63). Hubungan positif dapat dipertahankan jika proses evaluasi 
disetujui dari pengawas maupun anggota komite sekolah.  
Fattah (2013: 150) mengatakan bahwa tujuan pembentukan komite sekolah 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Mewadahi dan meningkatkan para stakeholders pendidikan pada tingkat 
sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan 
memonitoring  pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban 
yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional 
dan terbuka 
2. Mewadahi partisipasi para stakeholder yang turut serta dalam manajemen 
sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara 
proporsional 
3. Mewadahi partisipan, baik individu maupun kelompok sukarela 
(voluntir) pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli pada kualitas 
pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan 
sekolah  
4. Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah 
kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di 
tingkat daerah  
Mulyasa (2011: 128) mengatakan bahwa tujuan didirikannya komite 
sekolah untuk: (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa 
masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program 
pendidikan di madrasah; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, (3) 
Menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 
penyelenggaraan dan pelayaanan yang bermutu dalam sekolah. 
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Tujuan dibentuknya komite sekolah menurut pendapat-pendapat di atas adalah: 
(1) mewadahi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan pendapat untuk 
kebijakan dan program pendidikan dalam menghasilkan mutu pendidikan bagi 
keluaran pendidikan, yaitu bagi para siswa dan alumni sekolah tersebut; (2) 
meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran masyarakat yang menjadi anggota 
komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, (3) menghasilkan 
transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan pendidikan. 
Fattah (2013: 156) mengatakan bahwa komite sekolah selaras dengan 
wewenang dan fungsinya memiliki akutanbilitas yaitu: (1) komite sekolah 
menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program sekolah kepeda 
stakeholders secara periodik, baik bersifat keberhasilan maupun kegagalan 
dalam pencapaian tujuan, sasaran program sekolah; (2) menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat, baik berupa materi (dana, 
barang tak bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran), kepada 
masyarakat dan pemerintahan setempat. Keberhasilan dan kegagalan dalam 
pencapaian tujuan dapat disampaikan kepada masyarakat sekolah melalui 
rapat pertemuan di sekolah, sedangkan laporan pertanggungjawaban baik 
materi maupun non materi dapat disampaikan di rapat pertemuan atau juga 
dapat ditempelkan di papan pengumuman sekolah. 
Therefore, a clear understanding of the purpose, role, and appropriate 
functions of school boards-on the part of both board members and school 
and district practitioners-can contribute greatly to accomplishing ambitious 
improvement goals (The Center for Comperhensive School Reform and 
Improvement, 2006: 3). 
Dari pernyataan tersebut jelas bahwa keberhasilan kualitas pendidikan berasal dari 
kerja sama antara semua elemen pendidikan. 
d. Tugas Komite Sekolah 
Tugas dan wewenang komite sekolah seperti dirumuskan tim dosen Administrasi 
Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Malang (1988:244) adalah sebagai 
berikut (Suryosubroto, 1998: 70): 
(1) mendorong dan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat, 
sekolah, dan pemerintah; (2) membantu kelancaran kegiatan pendidikan dan 
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tidak mencapuri urusan teknik pengajaran di sekolah, yang menjadi 
wewenang kepala sekolah, guru, dan pengawas; (3) mengusahakan bantuan 
dari masyarakat, baik berupa benda, uang, maupun jasa, dengan tidak 
menambah kewajiban pembayaran denda; (4) memberikan pertimbangan 
kepada kepala sekolah dan kepala perwakilan Depdikbud tentang keuangan 
atas pembayaran SPP. 
Hubungan yang baik antara orangtua, masyarakat, dan sekolah dapat menjadikan 
proses pembinaan dan pengembangan peserta didik dapat berjalan optimal. 
Hubungan ketiganya ini perlu dijaga dengan baik agar partisipasi orangtua dan 
masyarakat dalam wadah organisasi komite sekolah dapat menghasilkan dampak 
yang positif bagi peserta didik dan sekolah. 
Fattah (2013: 154-156) mengatakan bahwa komite sekolah selaras dengan 
wewenangnya mempunyai tugas pokok sebagai berikut: (1) 
menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai program yang ditetapkan; (2) 
bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi; (3) 
bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran 
disekolah; (4) bersama-sama sekolah menyusun rencana strategis 
pengembangan sekolah; (5) bersama-sama sekolah menyusun dan 
menetapkanrencana program sekolah tahunan termasuk RAPBS; (6) 
membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa 
honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah,  tenaga 
guru, dan tenaga administrasi sekolah; (7) bersama-sama sekolah 
mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan, baik yang bersifat 
akademis (nilai tes harian, cawu/tahunan dan NEM), maupun yang bersifat 
non akademis (keagamaan olahraga seni, dan atau keterampilan yang  ada 
disekolah pertanian, juga kerajinan tangan dengan teknologi sederhana; (8) 
menghimpun dan menggali sumber  dana dari masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan sekolah; (9) mengelola kontribusi 
masyarakat berupa uang yang diberikan kepala sekolah; (10) mengelola 
kontribusi masyarakat yang berupa non material (tenaga, pikiran) diberikan 
kepada sekolah; (11) mengevaluasi program sekolah secara profesional 
sesuai kesepakatan dengan pihak sekoah melipui pengawasan pengunaan 
sarana dan pra sarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan 
berkesinambungan; (12) mengidentifikasi berbagai permasalahan dan 
memecahkanya bersama-sama dengan pihak sekolah; (13) memberikan 
respons terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standart nasional 
maupun lokal; (14) memberikan  motivasi penghargaan (baik berupa materi 
maupun non materi); (15) memberikan otonomi profesional kepada guru 
mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan sesuai kaidah 
dan kompetensi guru; (16) membangun jaringan kerjasama dengan pihak 
luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses 
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dan hasil pendidikan; (17) memantau kualiatas proses pelayanan dan hasil 
pendidikan disekolah; (18) mengkaji laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah; (19) 
menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk 
meningkatan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan 
sekolah. 
e. Pembentukan Komite Sekolah 
Organisasi komite sekolah dapat berjalan dengan baik apabila memiliki kriteria di 
dalam keanggotaan dan kepengurusannya. Mulyasa (2011: 129) mengatakan 
bahwa keanggotaan komite sekolah terdiri atas unsur masyarakat, unsur komite 
guru, dan anggota komite sekolah. Unsur masyarakat pada hal ini adalah orangtua 
siswa, tokoh masyarakat sekitar sekolah, anggota masyarakat sekitar sekolah, 
dunia usaha dan dunia industri, wakil dari siswa, wakil dari alumni, pakar 
pendidikan, dan pejabat pemerintahan di lingkungan sekolah. Pada unsur komite 
guru yaitu berasal dari lembaga penyelnggaraan pendidikan. Dan minimal 9 orang 
anggota komite sekolah terpilih, dalam hal ini dapat lebih, namun dalam jumlah 
ganjil. 
Mulyasa (2011: 130) mengatakan bahwa kepengurusan komite sekolah terdiri dari 
pengurus, sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekertaris, bendahara; pengurus 
dipilih dari dan oleh anggota; dan ketua bukan berasal dari kepala sekolah. 
Pembentukan kepengurusan komite sekolah ini harus  terbuka dan demokratis. 
There are two principles of school board membership, the first is school 
board members are chosen by sacred democratic process to do an 
impossible job with inadequate resources and the second principle is school 
board members are held responsible for everything, but have control over 
nothing (Good, 2003: 19). 
Ada dua prinsip keanggotaan komite sekolah, yang pertama adalah anggota 
komite sekolah dipilih oleh proses demokrasi suci untuk melakukan pekerjaan 
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yang tidak mungkin dengan sumber daya yang tidak memadai dan prinsip kedua 
adalah anggota komite sekolah bertanggung jawab atas segalanya, tetapi tidak 
memiliki kendali atas apa pun. 
Komite sekolah dibentuk selain sebagai pengganti dari Badan Pembantu 
Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang dianggap sudah kurang berfungsi dan 
kurang optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan, juga dimaksudkan agar 
adanya suatu organisasi yang mewadahi masyarakat lingkungan sekolah yang 
mempunyai komitmen, loyalitas dan kepedulian terhadap peningkatan mutu dan 
kualitas sekolah (Kompri, 2014: 364). Pembentukan komite sekolah harus berasal 
dari masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen, loyalitas, dan kepedulian 
terhadap mutu pendidikan. Pembentukan ini tidak boleh atas dasar unsur paksaan. 
Komite sekolah dikembangkan sesuai dengan kekayaan filosofis masyarakat 
sekolah. Proses pembentukan pengurus komite sekolah harus menganut tiga 
prinsip manajemen modern, yakni (1) demokratis, (2) transparan, (3) akuntabel 
(Pantjiastuti, 2008: 86). Pembentukan tanpa berprinsip pada ketiga hal tersebut 
akan menghasilkan komite sekolah yang asal-asalan, sehingga tidak optimal peran 
dan fungsinya. 
Transparansi dalam pembentukan komite sekolah harus dimulai dari awal hingga 
akhir proses pembentukan. Menurut Mulyasa (2011: 132) proses pembentukan 
komite sekolah terdiri dari: persiapan, proses pemilihan anggota dan pengurus 
komite sekolah, dan penetapan anggota dan pengurus komite sekolah. Kepala 
sekolah, staf sekolah, dan komite sekolah yang telah terbentuk sebelumnya 
membentuk panitia persiapan yang bertugas mensosialisasikan informasi terkait 
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pemilihan anggota komite sekolah dan tata cara pemilihannya kepada masyarakat 
sekolah. Panitia persiapan kemudian mengirimkan kesediaan calon-calon yang 
terpilih, jika calon mengiyakan dirinya menjadi bakal calon anggota komite 
sekolah, maka nama calon anggota komite sekolah dimasukkan pada daftar nama 
calon anggota. Proses pemilihan anggota komite sekolah dapat dilakukan dalam 
bentuk musyawarah atau melalui sistem pungutan suara. Sedangkan pada 
penetapan anggota dan pengurus komite sekolah didasarkan pada kesepakatan 
hasil proses pemilihan. Sedangkan menurut Kompri (2014: 378) ada tujuh 
langkah baku pembentukan komite sekolah, yaitu: 
(1) melakukan (forum) sosialisasi pembentukan komite sekolah; (2) 
penyusunan kriteria dan identifikasi bakal calon anggota (berdasarkan 
usulan masyarakat); (3) seleksi anggota berdasarkan kriteria; (4) 
pengumuman nama-nama bakal calon anggota guna menampung bila ada 
keberatan terhadap satu atau lebih bakal calon; (5) pengumuman nama-
nama calon yang sudah disepakati masyarakat; (6) pemilihan komite 
sekolah berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara; dan (7) 
penyampaian nama-nama komite sekolah terpilih. 
Menurut Arnold dan Michael (2014: 8) ada beberapa dasar yang baik untuk 
komite sekolah: 1) hire well; 2) hold senior managers accountable for running the 
system effectively and efficiently, in accord with board-set priorities; and 3) 
provide responsible oversight without micromanaging. Langkah pembentukan 
komite sekolah sebaiknya juga mempertimbangkan dasar yang baik untuk komite 
sekolah, hal ini agar komite sekolah benar-benar memiliki kualitas yang baik. 
2. Sekolah Menengah Kejuruan 
a. Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan 
Sekolah kejuruan adalah sekolah formal. Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan 
dari sekolah menengah pertama. Sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan 
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jenjang menengah yang mengembangkan kemampuan siswanya untuk bekerja di 
suatu bidang sesuai dengan jurusan keahlian yang diambil. Pendidikan sekolah 
kejuruan menyiapkan siswa untuk dapat langsung memasuki dunia kerja setelah 
lulus, sehingga penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan berorientasi pada 
dunia kerja. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan 
menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-
jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). 
Jurusan atau program keahlian di sekolah kejuruan disesuaikan dengan keahlian 
yang umumnya dibutuhkan dunia kerja. Sehingga kurikulum yang digunakan di 
sekolah kejuruan juga dibentuk sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lembaga 
pendidikan yang dapat mencapai hal tersebut maka merupakan realisasi dari 
investasi dalam bidang pendidikan sehingga dapat berkontribusi terhadap 
kekuatan ekonomi dan terjalin ketergantungan antara sisem pendidikan kejuruan 
dengan struktur bidang pekerjaan di dunia kerja (Nizwardi, 2011: 28). 
Finch dan Cruncikilton (Komaro, 2006: 2) menyatakan Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan 
pendidikan pada umumnya, yaitu: (1) orientasi pada kinerja individu dalam 
dunia kerja; (2) justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan, (3) 
fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif dan kognitif, (4) 
tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas pada sekolah/kampus, (5) 
kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja, (6) memerlukan sarana dan 
prasarana yang memadai, (7) adanya dukungan masyarakat. 
Dari  karakteristik pendidikan kejuruan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan 
dalam pengembangan kurikulum kejuruan. Kurikulum kejuruan tentu akan 
disesesuaikan dengan kebutuhan kerja, mempersipakan peserta didik untuk terjun 
di lapangan pekerjaan, berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, dan 
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lulusan pendidikan kejuruan harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam 
bekerja. 
b. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan 
Tujuan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan pengertiannya yang mana 
menghasilkan peserta didik yang siap kerja. Tujuan sekolah menengah kejuruan 
yaitu untuk mempersiapkan, memilih dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai 
dengan tanda-tanda pasar kerja (Fajar, 2009: 9). Sedangkan tujuan pendidikan 
menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terbagi 
menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan kejuruan 
sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Dimana tujuan umum ini 
berkaitan substansi yang terkandung di dalam Pancasila. Sedangkan tujuan 
khususnya adalah menyiapkan dan memberkali peserta didik dengan bidang ilmu 
keahlian dan kompetensi yang dipilih agar dapat dimanfaatkan di duna kerja.  
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan diselenggarakan sekolah 
menengah kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di 
dunia kerja dengan kompetensi yang dimiliki. Kemampuan yang diperoleh selama 
mengenyam pendidikan di sekolah menengah kejuruan tentunya akan berguna 
bagi karirnya dan mayarakat luas. 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 
1. Hasil penelitian Muhammad Zainudin (2010) dalam penelitiannya yang 
berjudul Keefektifan Peran Dewan Sekolah di SMA Negeri 1 Bantul dan 
SMA Negeri 1 Kretek Kabupaten Bantul menunjukan bahwa keefektifan 
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peran dewan sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency)  
menurut pandangan guru SMA Negeri 1 Bantul termasuk dalam katagori 
cukup efektif. Sedangkan keefektifan peran dewan sekolah sebagai 
pamberi pertimbangan (advisory agency)  menurut pendapat guru SMA 
Negeri 1 Kretek berada dalam kategori cukup efektif. Keefektifan peran 
dewan sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) menurut 
pandangan orang tua siswa SMA Negeri 1 Bantul termasuk dalam kategori 
cukup efektif. Menurut pandangan orang tua siswa SMA Negeri 1 Bantul 
dan SMA Negeri 1 Kretek, keefektifan peran dewan sekolah sebagai 
pemberi pertibangan (advisory agency)  termasuk dalam kategori cukup 
efektif.; (2) keefektifan peran dewan sekolah sebagai pebdukung (support 
agency) menurut pandangan guru SMA Negeri 1 Bantul dan SMA Negeri 
1 Kretek termasuk dalam kategory efektif sekali. Peran dewan sekolah 
sebagai pendukung (support agency)  menurut pandangan orang tua siswa 
SMA Negeri 1 Bantul termasuk dalam kategori efektif, sedangkan 
menurut pandangan orang tua siswa SMA Negeri 1 Kretek termasuk 
dalam kategori cukup efektif; (3) kefektifan peran dean sekolah sebagai 
pengontrol menurut pandangan guru SMA Negeri 1 Bantul termasuk 
dalam ketegori efektif sekali. Sedangakan menurut pandangan guru SMA 
Negeri 1 Kretek termasuk kategori efektif. Peran dewan sekolah sebagai 
pengontrol (cotrolling agency) meunurut pandangan orang tua siswa SMA 
Negeri 1 Bantul dan SMA Negeri 1 Kretek termasuk kategori efektif; (4) 
keefektifan peran dewan sekolah sebagai mediator (mediation agency) 
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menurut pandangan guru SMA Negeri 1 Bantul dan SMA Negeri 1 Kretek 
termasuk dalam kategori efektif sekali; (5) kefektifan kewenangan dewan 
sekolah menurut pandangan guru dan orang tua siswa termasuk dalam 
ketegori cukup efektif; dan (6) keefektifan fungsi dewan sekolah nenurut 
pandanga guru dan orang tua siswa termasuk dalam kategori efektif. 
2. Hasil penelitian Nurdin Hidayat (2010) dalam penelitiannya berjudul 
Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Pendidikan di 
Sekolah Menengan Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta dan Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 3 Yogyakarta menunjukan hasil sabagai 
berikut. (1) Pelaksanaan peran komite sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta 
(a) sangat efektif pada peranya sebagai badan pertimbangan, (b) efektif 
pada peranya sebagai badan pendukung, (c) cukup efektif pada peranya 
sebagai badan pengontrol, (d) sengat efektif pada peranya sebagai badan 
penghubung. (2) pelaksanaan komite sekolah SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta (a) sangat efektif pada peranya sebagai badan pertimbangan, 
(b) cukup efektif pada peranya sebagai badan pendukung, (c) cukup efektif 
pada peranya sebagai badan pengontrol, (d) sangat efektif pada peranya 
sebagai badan penghubung. 
3. Hasil penelitian yang dilakukan Siskandar (2008) dalam penelitiannya 
berjudul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 
menunjukkan hasil bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi 
pertimbangan, baru berhasil dalam memberi pertimbangan untuk 
meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai pemberi 
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dukungan komite sekolah sudah berhasil dalam memberi dukungan untuk 
kegiatan preventif dan kuratif dalam memberantas penyebarluasan 
narkoba, memberi dukungan sekolah dalam melaksanakan kegiatan 
ektrakurikuler di sekolah, melakukan revisi RAKS yang diajukan kepala 
sekolah, ikut mengesahkan RAKS, memotivasi masyarakat untuk 
berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan, dan membantu 
sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerja sama antara sekolah 
dengan orangtua dan masyarakat. Selanjutnya sebagai pengontrol, telah 
berhasil dalam mengajak kepala sekolah dan guru rapat rutin dan 
insidental, melakukan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah dan dewan 
guru. Kemudian, peran komite sekolah sebagai mediator, sama sekali 
belum ada yang berhasil, mulai dari membina hubungan dan kerja sama 
yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan khususnya Dunia 
Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sampai dengan mengadakan penjajagan 
kemungkinan untuk kerja sama dengan lembaga lain, dan komite sekolah 
telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi untuk ikut serta 
meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerahnya masing-masing. 
4. Hasil penelitian yang dilakukan Mada Sutapa (2009) dalam penelitiannya 
yang berjudul Pengembangan Manajemen Mutu Sekolah menunjukkan 
hasil bahwa paradigma total quality education (TQE) dalam dimensi 
manajemen mutu mengharuskan pemberdayaan kelembagaan sekolah, 
yang berupa kemampuan untuk melakukan pembaharuan organisasi 
sekolah (school renewal). MenurutLee G Bolman dalam refarming 
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organization (1994: 96) yang mengharuskan sekolah memerlukan 
penataan dan pemberdayaan adalah: 
a. Perubahan lingkungan dari masyarakat yang pasif menjadi masyarakat 
yang aktif dan kritis, seharusnya perlu direspon dengan bentuk 
organisasi yang mampu memberikan pelayanan secara tepat dan akurat 
b. Perubahan atau perkembangan teknologi 
c. Perkembangan organisasi: meningkatnya jumlah anggota dan jumlah 
asset yang harus dikelola 
d. Perubahan kehidupan politik 
e. Perubahan kepemimpinan: seringkali membawa visi baru yang bersama 
kebijakan lain akan diterjemahkan menjadi misi organisasi, dan akan 
dirumuskan dalam fungsi-fungsi. 
5. Hasil penelitian yang dilakukan Christina Ismaniati (2011) dalam 
penelitiannya yang berjudul Aplikasi Teknologi Pendidikan Bersama 
Pendidik Profesional: Suatu Strategi Inovatif Peningkatan Mutu 
Pendidikan menunjukkan hasil bahwa pendidikan memegang peranan 
yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) Indonesia yang sangat diperlukan bagi pembangunan. Oleh karena 
itu, berbagai upaya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan perlu terus 
menerus dilakukan agar kualitas SDM benar-benar terwujud sebagaimana 
diharapkan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut dapat 
dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. 
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6. Hasil penelitian yang dilakukan Dhuta Sukmayoga (2013) dalam 
penelitiannya yang berjudul Keefektifan Peran Komite Sekolah Dasar 
Negeri Di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara 
menunjukkan hasil bahwa peran sebagai pemberi pertimbangan komite 
sekolah SDN 1 Banjarmangu berada dalam kategori cukup efektif yang 
berarti masih bisa ditingkatkan lagi untuk menjadi efektif atau sangat 
efektif yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengurus 
komite sekolah. 
Komite sekolah SDN 1 Banjarmangu efektif menjalankan perannya 
sebagai pendukung oleh karenanya perlu untuk mempertahankan dan 
meningkatkan lagi keefektifan komite sekolah sebagai pendukung agar 
mencapai kategori sangat efektif. 
Komite sekolah SDN 1 Banjarmangu cukup efektif menjalankan perannya 
sebagai pengawas tetapi mempunyai kesenjangan yang besar terutama 
dikarenakan rendahnya kesadaran dan kompetensi pengurus.Oleh 
karenanya diperlukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan 
kesadaran dan kompetensi pengurus. 
Komite sekolah SDN 1 Banjarmangu efektif menjalankan perannya 
sebagai penghubung tetapi mempunyai kesenjangan yang besar terutama 
dikarenakan dana operasional. Oleh karenanya diperlukan penambahan 
alokasi dana operasional. 
Keefektifan komite sekolah SDN 3 Kesenet cukup efektif menjalankan 
perannya sebagai pemberi pertimbangan tetapi mempunyai kesenjangan 
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yang besar bahkan mendekati batas kurang efektif terutama dikarenakan 
rendahnya kesadaran dan kompetensi pengurus.Oleh karenanya diperlukan 
peningkatan kesadaran dan kompetensi pengurus. 
Komite sekolah SDN 3 Kesenet cukup efektif menjalankan perannya 
sebagai pendukung tetapi mempunyai kesenjangan yang cukup besar 
terutama dikarenakan rendahnya kesadaran dan kompetensi pengurus.Oleh 
karenanya diperlukan peningkatan kesadaran dan kompetensi pengurus. 
Komite sekolah SDN 3 Kesenet cukup efektif menjalankan perannya 
sebagai pengawas, dengan masalah utama rendahnya kesadaran dan 
kompetensi pengurus. Oleh karenanya diperlukan peningkatan kesadaran 
dan kompetensi pengurus. 
Komite sekolah SDN 3 Kesenet cukup efektif menjalankan perannya 
sebagai penghubung tetapi mempunyai kesenjangan yang sangat besar 
bahkan mendekati batas kurang efektif terutama dikarenakan rendahnya 
dana operasional. Oleh karenanya diperlukan penambahan alokasi dana 
operasioanal. 
Komite sekolah SDN di kecamatan Banjarmangu di daerah perkotaan 
lebih efektif dibandingkan komite sekolah di daerah pedesaan perlu lebih 
diperhatikan lagi. 
C. Pertanyaan Evaluasi 
Untuk mengetahui tentang keefektifan komite sekolah dalam peningkatan mutu 
pendidikan maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana persentase keefektifan komite sekolah sebagai badan 
pertimbangan di SMK Negeri di kabupaten Kulon Progo? 
2. Bagaimana persentase keefektifan komite sekolah sebagai badan pendukung 
di SMK Negeri di kabupaten Kulon Progo? 
3. Bagaimana persentase keefektifan komite sekolah sebagai badan pengontrol 
di SMK Negeri di kabupaten Kulon Progo? 
4. Bagaimana persentase keefektifan komite sekolah sebagai badan pengubung 
di SMK Negeri di kabupaten Kulon Progo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
